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BAB III 

KONSEP TEORITIS 

 

A. Pengertian Jual Beli 

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak 

yang satu (si Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, 

sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga 

yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik 

tersebut. 

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai 

dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, 

perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik tercapainya, “sepakat” mengenai 

barang dan jasa. 

Konsensualisme berasal dari kata “konsensus”, yang berarti 

„kesepakatan‟. Dengan kesepakatan, dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak 

yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya, apa yang 

dikehendaki oleh yang satu merupakan apa yang dikehendaki oleh yang lain 

dan kedua kehendak itu bertemu dalam „sepakat‟ tersebut.12 

Asas konsensualisme yang dianut oleh hukum perjanjian KUH Perdata 

tersebut, disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pasal yang mengatur 

tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan bukan pasal 1338 ayat 1 

                                                 
12

Richard Eddy, Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi, (Yogyakarta: C.V 

Andi offset, 2010), h. 55 
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KUH Perdata. Pasal 1338 ayat 1 berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka  yang membuatnya”. 

Itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu 

kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu 

diberikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah”, dengan hanya 

disebutkannya “sepakat” saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk dan cara 

(formalitas) apapun (misalnya, tulisan, pemberian tanda atau panjer, dan lain 

sebagainya), dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu 

maka sahlah atau mengikatlah perjanjian itu, atau berlakulah ia sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.13 

 

B. Pengertian Perjanjian 

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 

KUH Perdata berbunyi: “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”14 

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, 

berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian 

tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis). 

Dengan demikian, perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para 

pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena itu perjanjian yang mereka 

                                                 
13

Ibid., h. 56  
14

  Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2013), h, 25 
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buat adalah sumber hukum formal, asal perjanjian tersebut adalah perjanjian 

yang sah.15 

Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat 

dikatakan sah. Dalam KUH Perdata ditemukan ketentuan yang menyebutkan 

syarat sah suatu perjanjian, yakni pasal 1320. Menurut pasal 1320 KUH 

Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian sah, 

yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 

c. Mengenai suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal. 

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena 

mengenai orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian, 

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena 

mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang 

dilakukan itu. 

Secara ringkas masing-masing syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa 

para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian 

kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan 

oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. 

                                                 
15

Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45 
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Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan 

perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan 

tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan sesuatu 

perbuatan tertentu. Dengan kata lain, orang yang tidak cakap tidak memenuhi 

syarat untuk membuat perjanjian. Adapun orang yang tidak cakap menurut 

pasal 1330 KUH Perdata ialah: 

a. Orang-orang yang belum dewasa; 

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.16 

Pengertian suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi 

objek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 KUH Perdata, barang yang menjadi 

objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan 

jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian 

dapat di tentukan atau diperhitungkan. 

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang ke empat atau terakhir 

agar suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini, pasal 1335 KUH Perdata 

menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah 

dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai 

kekuatan. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. 

                                                 
16

Budiman N.P.D. Sinaga, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif 

Sekretaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 18 
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Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah 

isi perjanjian itu sendiri. 

Setiap perjanjian semestinya memenuhi keempat syarat diatas supaya 

sah. Perjanjian yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut mempunyai 

beberapa kemungkinan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat yang 

pertama atau syarat subjektif maka salah satu pihak mempunyai hak untuk 

meminta supaya perjanjian dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan 

adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang telah memberikan sepakat 

secara tidak bebas. Sementara itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat 

objektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum (null and void). 

Perjanjian semacam ini sejak semula dianggap tidak pernah ada. Oleh karena 

itu, para pihak tidak mempunyai dasar untuk saling menuntut.
17

 

 

C. Bentuk-Bentuk Perjanjian 

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis 

dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian 

yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). 

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini: 

a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 

bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak 

dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. 

Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka 

                                                 
17

Ibid., h. 19 
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para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban 

untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa 

keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat 

dibenarkan. 

b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 

Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 

melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak.akan tetapi kesaksian 

tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah 

satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang 

menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan 

penyangkalannya. 

c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta 

notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka 

pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain. 

Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak 

yang bersangkutan maupun pihak ketiga. 

Ada tiga fungsi akta notariel (akta autentik), yaitu: 

a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian tertentu; 

b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 

c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, 

kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan 
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perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak 

para pihak. 

  Akta notariel merupakan bukti prima facie mengenai fakta, yaitu 

pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris 

di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk 

memberikan kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari fakta semacam 

itu disangkal di suatu Pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan 

mengakui isi akta notariel, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat 

membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal 

tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian mana sangat 

berat.18 

 

D. Unsur-Unsur Perjanjian 

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan 

menjadi: 

a. Unsur essensialia; 

b. Unsur naturalia; 

c. Unsur accidentalia. 

 Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam 

setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai 

contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang 
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Salim H. S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 

167 
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disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin 

dapat dilaksanakan. 

Adapun unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam 

undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-

undang dalam hal ini hanya bersifat mangatur atau menambah. Sebagai contoh, 

dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk 

menanggung biaya penyerahan. 

Sementara itu, unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang 

ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. 

Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga. 

 

E. Ganti Rugi 

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi 

dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam 

Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari pasal 124 KUH Perdata sampai 

dengan pasal 1252 KUH Perdata. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu 

bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi 

perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Misalnya, A 

berjanji akan mengirimkan barang kepada B pada tanggal 10 januari 1996, 

akan tetapi, pada tanggal yang telah ditentukan, A belum juga mengirimkan 

barang tersebut kepada B. Supaya B dapat menuntut ganti rugi karena 

keterlambatan tersebut, maka B harus memberikan peringatan (somasi) kepada 

A, minimal tiga kali. Apabila peringatan atau teguran itu telah dilakukan, maka 

barulah B dapat menuntut kepada A untuk membayar ganti kerugian. Jadi, 
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momentum timbulnya ganti rugi adalah pada saat telah dilakukan 

somasi.Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam 

pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah 

suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah 

menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul 

karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.  

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah 

sebagai berikut: 

a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya 

dan kerugian. 

b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (pasal 1246 KUH Perdata), ini 

ditujukan kepada bunga-bunga. 

Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang 

telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian 

adalah berkurangnya harta kekayaan yang d.isebabkan adanya kerusakan atau 

kerugian.sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh 

kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan 

akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum 

terjadinya perjanjian. 

Di dalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian 

kerugian disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, 

dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil, dan ganti rugi 
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inmateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur 

dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian inmateriil adalah 

suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa 

sakit, mukanya pucat, dan lain-lain.
19

 

 

F. Wanprestasi 

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah 

seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan 

sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang: 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan. 

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat 

d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya. 

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti 

rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. 

Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan 

melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi 

yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur tersebut harus 

mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya). 

Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan: 

a. Keadaan memaksa (overmacht / force majeure) 

b. Kelalaian kreditur sendiri 
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  Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,op.cit.,  h. 101 
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c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. 

Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh 

karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat 

dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini. 

Menurut Subekti, untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” 

(overmacht / force majeure) bila keadaan itu: 

a. Di luar kekuasaannya 

b. Memaksa 

c. Tidak dapat diketahui sebelumnya 

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (absolute), contohnya, 

bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. 

Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (relative), contohnya berupa suatu 

keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang 

lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak 

akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang 

mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, dan lain-lain.
20

 

 

G. Perlindungan Konsumen 

Az Nasution
21

 membedakan hukum konsumen dengan hukum 

perlindungan konsumen. Pembedaan kedua pengertian di atas lebih jauh 

seperti dikatakan demikian: "...pada umumnya, hukum umum yang berlaku 

dapat pula merupakan hukum konsumen, sedang bagian-bagian tertentunya 
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Abdul R. Saliman, op.cit., h. 52 
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 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya 

Widya, h.23 
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yang mengandung sifat-sifat membatasi dan/atau mengatur syaratsyarat 

tertentu perilaku kegiatan usaha dan/atau melindungi kepentingan konsumen, 

merupakan hukum perlindungan konsumen." 

Menurut pakar hukum yang banyak melibatkan diri dalam Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini, yang dimaksud dengan hukum 

konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur 

hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau 

jasa, antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.9 

Sedangkan mengenai hukum perlindungan konsumen didefinisikannya 

sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan 

melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan 

penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam ke-

hidupan bermasyarakat. 

Undang-Undang No 9 Tahun 1999 berjudul Undang-Undang tentang 

Perlindungan Konsumen dan bukan Undang-Undang tentang Konsumen. 

menyebutkan pengertian-pengertian yang dipandang perlu dalam pengaturan 

mengenai konsumen. Di situ disebutkan mengenai perlindungan konsumen 

dan konsumen. Butir 1 mengartikan "Perlindungan Konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen." Butir 2 mengartikan "Konsumen adalah setiap orang 

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan."
22
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 Pasal 1 Undang-Undang No 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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Namun sekalipun undang-undang tersebut membedakan pengertian 

perlindungan konsumen dengan konsumen, hal tersebut sebenarnya tidak 

perlu ditarik sebagai dasar atau kriteria untuk membedakan pengertian hukum 

perlindungan konsumen dengan hukum konsumen.  

Membuat batasan tentang hukum konsumen atau hukum perlindungan 

konsumen tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana hukum meletakkan asas-

asas untuk melindungi konsumen atas pemenuhan barang dan atau jasa
23

.  

Bertolak dari penetapan asas-asas tersebut, dapatlah diberikan 

pengertian tentang hukum konsumen atau hukum perlindungan konsumen 

berupa serangkaian norma-norma yang bertujuan melindungi kepentingan 

konsumen atas pemenuhan barang dan atau jasa yang didasarkan kepada man-

faat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta 

kepastian hukum
24

. 

Ada sebagian pakar mengatakan bahwa hukum konsumen tergolong 

sebagai cabang hukum ekonomi. Penggolongan demikian bisa dibenarkan 

berhubung masalah yang diatur dalam hukum konsumen adalah mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan barang dan atau jasa. 

Ada pula yang mengelompokkan hukum konsumen kepada hukum bisnis atau 

hukum dagang, karena dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan barang dan 

atau jasa selalu berhubungan dengan aspek bisnis atau transaksi perdagangan. 

Demikian pula digolongkan sebagai cabang dari hukum perdata disertai alasan 

bahwa hubungan antara konsumen dengan produsen atau pelaku usaha dalam 
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 Pasal 2 UUPK menetapkan asas bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, 

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. 
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aspek pemenuhan barang dan atau jasa tersebut lebih merupakan hubungan-

hubungan hukum perdata belaka. 

Akan tetapi terlepas dari klaim penggolongan cabang-cabang hukum 

tersebut di atas, jika ingin menelusuri hukum konsumen maka akan ditemukan 

berbagai ruang-ruang wilayah hukum yang berlainan satu sama lain yang 

dapat menjadi kawasan hukum konsumen. Wilayah hukum tersebut dapat 

dikelompokkan dalam tiga bidang. Ketiga bidang tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Bidang Hukum Privat  

b. Bidang Hukum Publik 

c. Bidang yang mencakup Hukum Privat dan Hukum Publik 

Kawasan-kawasan yang dimasuki hukum konsumen dalam hukum 

privat adalah: 

a. Hukum perdata, khususnya mengenai perikatan, yakni mengatur 

aspek-aspek kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha. 

b. Hukum bisnis atau hukum perdata. niaga, khususnya mengenai 

pengangkutan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), monopoli dan 

persaingan usaha, asuransi, dan lain-lain. 

Faktor penting penyebab lemahnya konsumen. Menurut hasil penelitian 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), faktor-faktor yang melemahkan 

konsumen adalah
25

: 

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. 
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2. Belum terkondisinya masyarakat konsumen karena sebagai masyarakat 

belum tahu akan hak-hak dan kemana haknya disalurkan jika 

mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa 

yang sewaj arnya. 

3. Belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang 

mempunyai kemauan menuntut hakhaknya. 

4. Proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan. 

5. Posisi konsumen yang lemah. 

Kalau diamati dalam pola sosial yang terjadi, faktor-faktor tersebut di 

atas dapat ditambahkan dalam wujud berikut ini
26

:  

1. Politik pembangunan di negara kita lebih meleluasakan pelaku usaha, 

berupa melonggarkan norma-norma hukum dalam penerapan dan 

pentaatan hukum konsumen. 

2. Tidak konsistennya badan peradilan atas putusan-putusannya, di mana 

kerap terjadi perbedaan putusanputusan pengadilan dalam kasus-kasus 

yang serupa. 

3. Sistem hukum kita masih belum banyak menjamah dan merumuskan 

kebijakan untuk melindungi konsumen. 

4. Tarik-menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku ekonomi yang 

bukan konsumen, pihak mana memiliki akses kuat dalam pelbagai lini, 

tidak terkecuali kepada pengambil keputusan. Figur ini secara sosiologis 

berada di luar jangkauan hukum. 
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H. Jenis Perlindungan Konsumen 

Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu :
27

 

1. Perlindungan Priventif 

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen 

tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang 

dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau 

sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk 

membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan 

spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut. 

2. Perlindungan Kuratif 

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari 

penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh 

konsumen.Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu 

dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan 

atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli 

suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup 

jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari 

suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian 

atau pemberian. 

Tujuan perlindungan konsumen diantaranya adalah : 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri. 
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 Nasution Az, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Social dan Hukum pada Perlindungan 

Konsumen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),h.29 
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2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan konsumen. 

Asas-asas dalam perlindungan konsumen yaitu :28 

a. Asas Manfaat. 

Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan. 

b. Asas Keadilan. 

Agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara 

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 

                                                 
28
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usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara 

adil. 

c. Asas Keseimbangan. 

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, 

pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil atau pun spiritual. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. 

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan 

kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 

barang dan jasa yang digunakan. 

e. Asas Kepastian Hukum. 

Agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan 

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, 

serta negara menjamin kepastian hukum. 

Sebelum terbentuknya undang-undang tentang Perlindungan Konsumen 

ini, telah ada beberapa undang-undang yang materinya lebih khusus dalam 

melindungi kepentingan konsumen dalam satu hal, seperti undang-undang 

yang mengatur mengenai hak-hak atas kekayaan intelektual yaitu tentang 

Paten, Merek dan Hak Cipta. Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha 

melanggar hak atas kekayaan intelektual tidak diatur dalam undang-undang 

tentang Perlindungan Konsumen, karena hal itu sudah diatur dalam undang-

undang yang khusus antara lain undang-undang tentang Paten dan Merek. 

Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan aturan yang 

umum, oleh karenanya apabila telah ada aturan yang khusus mengenai suatu 
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hal misalnya undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan yang 

mencakup aturan tentang perlindungan konsumen bidang perbankan maka 

undang-undang perbankanlah yang digunakan. 

Sedangkan hak dan kewajiban konsumen dapat digambarkan bahwa, 

hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen Pasal 4 :
29

 

1. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barangndan/jasa.” 

 (Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

adalah memperoleh manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsinya 

tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam 

keselamatan,jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.) 

2. “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan.” 

(tentu saja konsumen tidak mau mengkonsumsi barang/jasa yang dapat 

mengancam keselamatan, jiwa dan hartanya. Untuk itu konsumen harus 

diberi kebebasan dalam memilih barang/jasa yang akan dikonsumsinya. 

Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari 

pelaku usaha agar konsumen memilih barang/jasanya.) 
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3. “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barangdan/jasa.” 

(sebelum memilih, konsumen tentu harus memperoleh informasi yang 

benar mengenai barang/jasa yang akan di konsumsinya. Karena informasi 

inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih. Untuk 

itu sangat diharapkan agar pelaku usaha memberikan informasi yang 

benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasanya.) 

4. “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan.” 

(tidak jarang konsumen memperoleh kerugian dalam mengkonsumsi 

barang/jasa. Ini berarti ada kelemahan disuatu barang /jasa yang di 

produksi/disediakan oleh pelaku usaha. sangat diharapkan agar pelaku 

usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari 

konsumen. Di sisi yang lain pelaku usaha juga diuntungkan karena dengan 

adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh 

masukan untuk meningkatkan daya saingnya. 

5. “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut.” 

(pelaku usaha tentu sangat memahami mengenai barang/jasanya. 

Sedangkan disisi yang lain konsumen sama sekali tidak memahami proses 

apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang/jasa 

yang dikonsumsinya. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding 

pelau usaha. oleh karena itudi perlukan advokasi, perlindungan dan upaya 
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penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Patut berarti tidak 

memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku.) 

6. “hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.” 

(sudah disebutkan sebelumnya bahwa posisi konsumen lebih lemah 

dibanding posisi pelaku usaha. untuk itu pelaku usaha harus memberi 

pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada konsumen. 

Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara 

mengkonsumsi yang bermanfaat bagi konsumen. Bukannya berupa untuk 

mengeksploitasi konsumen.) 

7. “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif.” 

(sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku 

usaha harus meemberikan pelayanan yang sama kepada semua 

konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi agama, suku 

kekayaan maupun status sosial). 

8. “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/penggantian, apabila 

barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya.” 

9. “Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.” 

Secara umum ada 4 hak dasar konsumen yang dikenal secara 

umum dan diakui secara internasional yang mana di cetuskan oleh john F. 
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Kennedy dalam Kongres Gabungan Negara-Negara Bagian di Amerika 

Serikat, meliputi:
30

 

1. Hak untuk memperoleh keamanan, 

2. Hak memilih, 

3. Hak mendapat informasi, 

4. Hak untuk didengar. 

Selain hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi 

yang diatur pada pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yaitu: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

2. Beritikat baik dalam melakukan transaksipembelian barang dan/jasa; 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 
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